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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf 
j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat 
Milik Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah 
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Seleksi  Calon Anggota Direksi Perseroan 
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790);   

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5253); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 
tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 3504); 

 

9.  Peraturan … 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah  sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan 
Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/ 
POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ 
POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 
Kepatutan Bagi Jasa Pihak Utama Lembaga Jasa 
Keuangan; 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 
Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank 
Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Seri E Nomor 
07); 

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 
08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 14); 

 

18.  Peraturan … 
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18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota  
Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan 
Rakyat Kota Pasuruan; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 10 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON 
ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK 
PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 
10 Tahun 2017 tentang Pedoman Seleksi Calon 
Anggota Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan 
Rakyat Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2017 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

c. Warga Negara Indonesia;  

d. berpendidikan formal minimal Sarjana Strata I; 

e. mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang 
perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non 
perbankan minimal 2 (dua) tahun; 

f. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada 
saat pendaftaran; 

 

g.  lulus … 
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g. lulus pelatihan manajemen keuangan yang 
dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang masih 
berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Profesi; 

i. mengajukan lamaran pekerjaan; 

j. membuat dan memaparkan Rencana Induk 
Perusahaan (Corporate Plan) BPR; 

k. tidak pernah dihukum; 

l.   sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan 
surat keterangan hasil general check-up terbaru 
dari Rumah Sakit Pemerintah; 

m. bersedia bekerja penuh waktu; 

n. tidak terikat hubungan keluarga atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan sesama 
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
BPR; 

o. mempunyai kompetensi, integritas, dan reputasi 
keuangan; dan 

p. lulus seleksi calon anggota Direksi. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 13 Desember 2017 
 

 WALIKOTA PASURUAN, 
 
 

Ttd, 
 

 SETIYONO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 13 Desember 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
 

BAHRUL ULUM 
 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 51 


